Disnaker Terima Puluhan Laporan Soal THR, Muliati: Tidak Boleh Tidak Bayarkan!

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Muliati, meminta perusahaan
yang belum melunasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2021 untuk segera
melunasi kewajiban tersebut.

Diketahui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar merilis ada setidaknya 25 laporan
terkait THR karyawan pada lebaran tahun ini. Sedikitnya 10 diantaranya saat ini masih berproses
kasus hukumnya.

“Terkait THR ya saya minta perusahaan segera menyelesaikan, itukan kewajiban perusahaan,
jadi perusahaan tidak boleh tidak bayarkan THR karyawan,” ujar legislator PPP kepada
fajar.co.id.

la pun meminta Disnaker Makassar untuk terus memediasi karyawan yang belum mendapatkan
haknya tersebut. Dan bila perlu ada sanksi yang diberikan kepada Perusahaan jika melanggar
kembali.

“Kasihan pekerja, mereka juga butuh hidup, tapi tidak bisa juga sepenuhnya disalahkan
perusahaan, karena kondisinya masih belum stabil karena pandemi. Tapi tetap harus ada sanksi
agar tidak terulang,” lanjutnya.
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Sebelumnya, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial Andi Sunrah Djaya
menjelaskan, dari 25 aduan tersebut, 15 diantaranya telah dimediasi. Hanya saja mediasi belum
sampai ke tahap penyelesaian pembayaran THR para pekerja.

Sebagai mediator, Disnaker Kota Makassar bertanggung jawab untuk mempertemukan
pengusaha dan pekerja untuk mencari jalan agar hak pekerja didapatkan. Jika tidak berhasil maka
dilimpahkan ke Disnaker Sulsel untuk dibuatkan rekomendasi ke perusahaan.

Apabila masih juga tidak dibayarkan, maka Disnaker punya kewajiban menyelesaikannya di
pengadilan.

Dijelaskannya, sebelum ke meja hijau, pengusaha masih dapat beritikad baik untuk segera
menyelesaikan pembayaran THR pekerja.

“Jadi masih punya waktu, sampai terbit rekomendasi juga dari pengawas untuk membayarkan
juga masih bisa. Tapi kalau tidak juga, konsekuensinya pasti jadi kasus perdata di pengadilan,”
jelasnya. (zaki/fajar)

https://fajar.co.id/2021/05/25/disnaker-terima-puluhan-laporan-soal-thr-muliati-tidak-boleh-
tidak-bayarkan/

Catatan:

1. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

Pasal 2

1) Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah
mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

2) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 5

1) THR Keaganiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 1 (satu)
kali dalarn 1 (satu) tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing
Pekerja/ Buruh.

2) Dalam hal Han Raya Keagamaan yang sama terjadi lebih dan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun, THR Keagamaan diberikan sesuai dengan pelaksanaan Hari Raya
Keagamaan.
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3) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan
Han Raya Keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

4) THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
dibayarkan oleh Pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya
Keagamaan.

Pasal 10

1) Pengusaha yang terlarnbat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima
persen) dan total THR Keagamaan yang hams dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

2) Pengenaan denda sebagaimana dim aksud pada ayat (1) tidak menghilangkan
kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada
Pekerja/Buruh.

3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.

2. Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/1V/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan;

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-
langkah sebagai berikut;

1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh  untuk mencapai kesepakatan, yang dilaksanakan secara
kekeluargaan dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja buruh yang
bersangkutan,

2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar
THR Keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh,
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

3. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan, tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun



2021 kepada pekerja buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerjaiburuh,
melaporlan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum hari raya keagamaan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengantisipasi timbulnya keluhan dalam
pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang
efektif antara pemerintah pusat dan daerah, diminta kepada Gubernur dan Bupati
Walikota untuk:

1. Menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian
THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dan hasil
pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

2. Membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19.

3. Melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan
tindak lanjut yang telah dilakukan, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.



